57

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Atsar dan Rani. 2019. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta:
Deepublish.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2019. Hukum Perlindungan Konsumen Edisi
Revisi. Depok: RajaGrafindo Persada.

Auliah Muthiah. 2021. Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan
Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Az. Nasution. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta:
Diadit Media.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar
Grafika.

Dedi Ismatullah. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia.

Djumadi. 2006. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Elsi Kartika Sari. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Cikal Sakti.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gunagera. 2012. Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah
dan Ancaman Hukum Pidana. Surabaya: Bina lImu.

Hulman Panjaitan. 2021. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Jala Permata
Aksara.

Inosentius Samsul. 2004. Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan
Tanggung Jawab Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia.

Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Edisi
Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.
Bandung: Alfabeta.

Janus Sidabalok. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris. Jakarta: Kencana.

Lalu Husni. 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Lilis Noor Yulianti dan Megawati Simanjuntak. 2022. Pendidikan dan Perlindungan
Konsumen. Bogor: IPB Press.

Mery Christian Putri. 2020. Perjanjian Era Digital Ekonomi (Tinjauan Yuridis dan
Praktik). Depok: Rajawali Pers.



58

Mochtar Kusumaatmaja. 2009. Asas dan Perlindungan Hukum. Jakarta: Sinar
Grafika.

Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.
Surakarta: Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Philipus. M. Hardjo. 1999. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya:
Bina limu.

Rosmawati. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pres.

Satjipto Raharjo. 2000. /imu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
———————————————————— . 2003. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia. Jakarta: Kompas.

Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta:
Grasindo.

Soerojo Wignjodipero. 1985. Pengantar limu Hukum. Jakarta: Gunung Agung.

Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister llmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Susanti Agung. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Hukum Acara
Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana.

Syamsul Anwar. 2007. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta:
Prestasi Pustaka.

Zaeni Ashadie. 2007. Hukum Kerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SKRIPSI

Ade Putriani. 2022. Pengaruh Lifestyle Dan Religiusitas Terhadap Keputusan
Penggunaan Jasa Eyelash Extension Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.

Ajeng Siti Fatimah. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata
(Eyelash Extension). Skripsi. Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Liza Rahmawati. 2015. KHURUJ DAN KOMITMEN PADA KELUARGA (Studi
Deskriptif Pada Jamaah Tabligh). Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.



59

JURNAL

Arianto Hulu, A.A, Laksmi Sagung Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2020. Peran
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  (Studi  Kasus: Putusan Bpsk  Badung
No.01/Ap/Bpsk/Ilv/2016). Volume 1 Nomor 2. limu Hukum Universitas
Warmadewa. Denpasar Bali.

Cintya Firnanda Agustine, et.al. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung
Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir. Volume 1 Nomor 2. Universitas Islam
Malang. Malang.

Djoko Heroe Soewono. 2007. Analisis Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.
Volume 2 Nomor 1. Universitas Kadiri, Kediri.

Febry Chrisdanty. 2020. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan
Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). Jurnal
Magister Hukum Perspektif. Volume 11 Nomor 2. Universitas
Wisnuwardhana Malang. Malang.

Hetty Hassanah. 2004. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. Jurnal Unikom Vol. 3
Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

Marwah. 2019. Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa
Bencana Alam, Jurisprudentie. Volume 6 Nomor 1. Universitas Hasanuddin.
Makassar

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. 2017. Perlindungan Hukum Hak-Hak
Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. Volume 6.
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Jakarta Timur.

Rivaldo Fransiskus Kuntag, Flora Pricilla Kalalo, dan Anna S. Wahongtan. 2021.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan
Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Lex Privatum. Volume 9 Nomor 4.
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. 2011. Penerapan Prinsip
Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan
Konsumen, Buletin limiah Litbang Perdagangan. Volume 5 Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata.



60

Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak Nomor:
01.01/B1.4/4051/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon
Kecantikan di Bidang Kesehatan.

SUMBER INTERNET

Everlash. 7 Desember. 2024. Tata Cara Yang Perlu Diperhatikan Ketika Pasang Bulu
Mata Extension Di Salon. https://lwww.everlash.id/post/tata-cara-yang-perlu-
diperhatikan-ketika-pasang-bulu-mata-extension-di-salon

Nadia Hulaimi. 23 Maret 2024. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Serta Tipe Salon
Kecantikan. https://dinaacademy.co.id/artikel/pengertian-salon-kecantikan.

Tim Hukum Online, 24 Februari 2025. Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan
Contohnya.https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-
[t61a8a59ce8062/

Tim Hukum Online, 24 Februari 2025. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut
Para Ahli. https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-
menurut-para-ahlilt63366cd94dcbc/?page=2



https://dinaacademy.co.id/artikel/pengertian-salon-kecantikan

	S K R I P S I
	S K R I P S I
	HALAMAN PENGAJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	PERSETUJUAN PEMBIMBING
	PERNYATAAN KEASLIAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	D. Orisinalitas Penelitian
	E. Landasan Teori
	F. Kerangka Pikir

	BAB II METODE PENELITIAN
	A. Tipe Penelitian
	B. Lokasi Penelitian
	C. Populasi dan Sampel
	D. Jenis dan Sumber Data
	E. Teknik Pengumpulan Data
	F.  Analisis Data

	BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MERUGIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SALON KECANTIKAN DALAM EYELASH EXTENSION
	A. Tanggung Jawab
	1. Pengertian Tanggung Jawab
	2. Prinsip Tanggung Jawab

	B. Pelaku Usaha
	1. Pengertian Pelaku Usaha
	2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
	3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
	4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

	C. Ketenagakerjaan
	1. Pengertian Ketenagakerjaan
	2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan
	3. Perjanjian Kerja

	D. Salon Kecantikan Eyelash Extension
	1. Pengertian Salon Kecantikan
	2. Jenis-Jenis Salon Kecantikan
	3. Pengertian dan Prosedur Eyelash Extension

	E. Analisis Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Perbuatan Merugikan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Salon Kecantikan Dalam Eyelash Extension

	BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KESALAHAN PEMASANGAN EYELASH EXTENSION YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SALON PELAKU USAHA
	A. Perlindungan Hukum
	1. Pengertian Perlindungan Hukum
	2. Teori Perlindungan Hukum
	3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

	B. Konsumen
	1. Pengertian Konsumen
	2. Hak dan Kewajiban Konsumen

	C. Analisis terkait Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesalahan Pemasangan Eyelash Extension Yang Dilakukan Oleh Karyawan Salon Pelaku Usaha

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



